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GLOBALISASI PASAR DAN KESIAPAN PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA
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Prafktisi Ekonomi Syariah

Abstrak

Globalisasi informasi dan  teknologi menyebabkan persaingan makin kompetitif tak
terkecuali pasar perbankan khususnya perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di
Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat akan kebutuban sisten
perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa-jasa perbankan atan kenangan yang sebat,
namun juga berpedoman pada prinsip syariah.Tulisan ini mencoba mengulas kembali perjalanan
perbankan syarialh di Indonesia yang bermmula dari dikelnarkannya regulasi pemerintab pada
Peraturan Pemerintah No 72 tabun 1992 mengenai bank dengan prinsip bagi hasil, yang kenudian
pada tabun 1998 resmi menjadi bank syariah. Dalam tulisan ini juga berusaba memberikan
tawaran dalam menghadapi tantangan perkembangan perbankan syariah saat ini. Sebagaimana
telab diketahni babwa Perbankan Syariab di Indonesia telah memasnki usia duna pulub dna tabun,
namun dari segi pangsa pasar yang dimiliki, masib sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan
perbankan nasional, yakni kurang dari 5 %o. Kondisi ini diketabui sangat kontradiktif jika melibat
mayoritas pendudnk Indonesia adalah muslin, meskipun tidak menutup kemungkinan masyarakat
non-muslint juga dapat ikut mengembankan perbankan syariah di Indonesia, karena pada dasarnya
bank syarialh) atan bank Islam hanya pada sistemnya yang berdasar syariab Islam. Banyaknya
peluang dan juga tantangan yang dibadapi industri perbankan syariab, maka diperlukan strategi
khusus untuk mengembangkan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan global perbankan.
Strategi tersebut diarabkan untuk meningkatkan kompetensi usaba secara komprebensif dengan
mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia, seperti Program
Pencitraan Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program Pengembangan Produk, Program
Peningkatan Pelayanan dan Program Komunikasi yang Terbuka dan Universal.

Kata Kunci : Globalisasi, pasar, Perbankan Syariab.

Pendahuluan

Pada dasarnya, Bank Syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 ketika
pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang

berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan yang menyatakan peraturan bahwa
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diperbolehkannya bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest).
Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan lain pemerintah terkait
deregulasi perbankan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang secara
garis besar berisi mengenai kemudahan dalam mendirikan bank-bank baru, yang

menyebabkan sektor perbankan tumbuh secara pesat.

Barulah pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-
satunya bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Terkait dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) pada
tanggal 30 Oktober 1992 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.” Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa
bank yang memilih kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh
melakukan kegiatan sebagai bank konvensional, demikian pula sebaliknya. Yang
membedakan adalah bahwa imbalan semua transaksi perbankan tidak didasarkan pada
sistem bunga melainkan atas dasar prinsip jual beli sebagaimana digariskan dalam
syariat (hukum) Islam. Namun hal tersebut belum dapat meningkatkan eksistensi Bank
Syariah karena belum mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan

usahanya, hanya menggunakan istilah bagi hasil.

Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang secara
jelas menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dalam era undang-undang tersebut, kebijakan hukum di sektor perbankan menganut
sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini pada intinya memberikan
kesempatan untuk bank-bank umum konvesional untuk memberikan layanan syariah

melalui mekinsme Is/amic window dengan terlebih dahulu membuka Unit Usaha Syariah

UUS).}

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidk semata hanya karena

konsekuensi terhadap UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999, namun

! Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia.pdf dalam www.bi.go.id
?lbid.

® Bambang Waluyo, Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi dan
Bisnis, Vol 6, No.2 Juli 2007

Volume 2 Nomor 2
Maret — Agustus 2019

136


http://www.bi.go.id/

P ISSN : 2477 - 0469 Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah
E ISSN :2581 - 2785 Globalisasi Pasar dan Kesiapan Perbankan Syariah di Indonesia

juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan untuk
meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi ptahun
1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (prinsip
syariah) dapat bertahan di tengah panasnya gejolak nilai tukar dan suku bunga yang
sangat tinggi. Kenyataan tersebut ditunjukkan oleh karakteristik bank syariah yang
melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif
(maisir). Dengan kenyataan tersebut, perkembangan bank syariah diharapkan dapat
meningkatkan ketahan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan
akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan
ckonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian Indonesia
yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan

dengan pertumbuhan sektor riil.*

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia
sebagai otoritas moneter perbankan nasional mulai bergerak dengan menerbitkan
instrumen moneter syariah pertama, yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
pada tahun 1999 dan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada
tahun 2000. Di tahun 2002, Bank Indonesia memperbaiki aturan mengenai unit usaha

syariah melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang:

1. Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

2. Konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah

3. Konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah
4. Pembukaan sub-cabang syariah di cabang konvensional
5

Pembukaan unit syariah di cabang konvensional.’

Kemudian pada tahun 2006 pemberian layanan syariah semakin dipermudah
oleh Bank Indonesia dengan diperkenalkannya office channeling dalam Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI1/2006. Office channeling pada intinya adalah bahwa

untuk memberikan layanan syariah Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki

* Ali Syukron, Dinamika Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Hukum
Islam, Vol. 3, No. 2 2013, hal 30

®> PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 dalam http://bi.go.id/id/peraturan/perbankan diakses
pada 9 Juni 2016
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UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang maupun Kantor
Cabang Pembantu baru, namun cukup membuka counter syariah dalam Kantor Cabang
maupun Kantor Cabang Pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat
keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-

alat kantor, karyawan dan teknologi informasi.’

Sebagai langkah konkrit dari upaya pengembangan perbankan syariah di
Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah “Grand Strategi
Pengembangan Pasar Perbankan Syariah”, sebagai strategi komprehensif bagi

pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:’

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1
tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking,
dengan pencapaian target aset sebesar Rp 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar
40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan
syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp 87 triliun
dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan
syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian

target aset sebesar Rp 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedna, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning,
differentiation dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling
menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif
dengan produk skema yang beragam, transparansi, kompeten dalam keuangan dan
beretika, teknologi informasi yang selalu wp-date dan wser friendly, serta adanya ahli
investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah

“Bank Syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking’.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar

perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai

® Ali Syukron, op. cit. Hal 31
"Bank Indonesia, Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, www.bi.go.iddiakses pada 9
Juni 2016
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layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai

dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk
yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling
menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar

nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang
kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan
kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah

kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syatiah.

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien
melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak,
elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang
kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat.

Keenam grand strategy di atas pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin
diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah modern, yang bersifat
universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem
perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah
yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang
dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-
kultural dimana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara
demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat
dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas

berbagai permasalahan negeri.
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Kondisi Perbankan Syariah Nasional Terkini

Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah, saat ini perbankan syariah
nasional berada pada fase keempat (2013-2015)" yaitu pencapaian pangsa pasar yang
signifikan dalam kondisi mulai terbentuknya bintegrasi dengan sektor keuangan syariah
lainnya.” Namun, dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan
hasil yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam Statistik Perbankan
Indonesia per Juni 2015 terdapat tidak kurang 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit
Usaha Syariah dari suatu Bank Konvensional dengan total keseluruhan jumlah jaringan
kantor 2.121 unit. Selain itu, total Aset bank umum syariah mencapai 272,89 (dalam
miliar rupiah).'” Jumlah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total
keseluruhan aset perbankan nasional secara umum yang mencapai 5.933.195 (dalam
miliar rupiah).'' Artinya pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil, hanya 4,59
%, padahal target pangsa pasar perbankan syariah adalah sebesar 15 % pada akhir tahun
2015. Hal ini tentunya mendorong bagi praktisi perbankan syariah agar sesegera

mungkin mencari strategi pengembangan perbankan syariah secara lebih masif.

Untuk itu, Bank Indonesia dan stakeholder perbankan syariah telah membuat
cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia, demi mewujudkan
kemajuan perbankan syariah secara nasional. Pada cetak biru pengembangan
perbankan syariah, terdapat setidaknya enam pilar pengembangan perbankan syariah,

yaitu:'?

8 Keterbatasan penulis dalam mencari data hanya sampai pada tahun 2015

*Tahap | (2002-2004) Peletakan landasan pengembangan. Fokus aktivitas dalam tahap ini
adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar
yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah. Tahap Il (2005-2009) Penguatan
struktur industri, Fokus aktivitas peningkatan daya saing, efisiensi operasi, pengayaan
produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDM perbankan syariah. Tahap Il (2010-
2012) Pencapaian standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Fokus aktivitas
meningkatkan kualitas layanan dan operasional perbankan syariah. Bank Indonesia, Cetak
Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2007 dalam www.bi.go.id

10 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

11 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 13 No. 7, Juni 2015

2Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007
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Pilar I struktur perbankan syariah yang sehat terdiri atas:

1. Terwujudnya bank-bank syariah dengan standar operasional internasional,
didukung oleh permodalan yang memadai, berdaya saing serta kompetensi pada

jenis pasar yang dipilihnya.

2. Tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir
2015 (sekitar 15%).
3. Jumlah BUS minimal 10 % dari perbankan nasional dicapai pada tahun 2015.

4. Terwujudnya aliansi strategis bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah
lainnya.

5. Terwujudnya /nkage program antara BUS, UUS dan BPRS dalam melayani sektor
UMK, Usaha Menengah dan Koperasi.

Pilar IT Terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah yang terdiri

atas:
1. Perbankan syariah memiliki undang-undang tersendiri (UU Bank Syariah).
2. Berlakunya ketentuan perpajakan yang fair bagi transaksi perbankan syariah.

3. Tersusunnya standar keuangan syariah untuk mendukung pengembangan produk

yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian.

4. Terimplementasinya nilai-nilai syariah secara mikro dalam bentuk ketentuan Good
Corporative Governance (GCG) dan terbentuknya market discipline.

5. Ditetapkannya kebijakan exzzdan entry yang efisien.

6. Dibuatnya peraturan yang spesifik sesuai dengan karakteristik operasional bank

syariah.

Pilar III sistem pengawasan yang independen dan efektif yang dapat diwujudkan

dengan cara sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang dapat
mendorong ke arah terbentuknya se/f-regulatory system, dengan dukungan IT dan

SDM yang memadai.
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2. Tercukupinya kebutuhan SDM pengawas bank syariah yang memiliki tingkat

keahlian yang tinggi dan dalam jumlah yang proporsional dengan kebutuhan
pengawasan.

Terwujudnya kerjasama antara otoritas pengawasan perbankan syariah nasional
dengan otoritas pengawasan negara lain dalam rangka cross border supervision.
Terwujudnya mekanisme dan harmonisasi pengawasan prinsip syariah dalam
industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank.
Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah dan satuan kerja
lainnya termasuk BI sesuai dengan kebutuhan pengawasan Bank Syariah.
Terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam hal penerapan

prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Pilar IV industri perbankan syariah yang kuat. Hal ini akan tercapai dengan cara

sebagai berikut:

1.

Diterapkannya GCG dalam operasional perbankan syariah semakin efisien
operasional perbankan syariah.

Tercapainya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil secara signifikan.

Tersedianya SDM bank syariah yang memiliki kualifikasi keahlian internasional
dan dalam jumlah yang memadai.

Perbankan syariah memiliki I'T yang memadai.

Perbankan syariah memiliki Internal Control yang memadai untuk memastikan
pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Pengembangan produk perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna jasa perbankan syariah dengan selalu memperhatikan aspek kehati-
hatian dan kepatuhan syariah.

Pengembangan jaringan kantor dan layanan bank syariah hingga kedaerah-daerah
secara merata serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Berkembangnya fungsi sosial bank syariah untuk mendorong pengembangan

UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar V infrastruktur pendukung yang mencukupi. Sasaran strategis akan

terwujud jika didukung dengan)\:
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1. Terwujudnya pasar keuangan syariah yang efisien dan merefleksikan prinsip-

prinsip syariah dalam instrumen dan jenis transaksinya.

Telah berdiri / berkembang / berfungsinya infrastruktur perbankan syariah,
seperti lembaga rating, asosiasi perbankan syariah, lembaga sertifikasi, lembaga
arbitrase, lembaga peradilan muamalah, lembaga pendidikan, lembaga riset,
lembaga amil zakat dan wakaf, dan DSN (Dewan Syariah Nasional).

Semakin meningkatnya kerjasama dengan lembaga keuangan Internasional (IFSB,
IIFM, IDB, AAOIFIL, dll) dalam rangka peningkatan standar pengawasan dan
standar industri perbankan syariah.

Semakin meningkatnya kerjasama dengan lembaga domestik dalam mendukung
perkembangan industri perbankan syariah.

Adanya kesamaan visi dan misi serta kejelasan kedudukan perbankan syariah
dalam optimalisasi pengelolaan dana-dana voluntary sector dalam pengembangan
dan pemberdayaan UMKM (cetak biru pengembangan sharia voluntary sector).
Mulai berkembangnya pasar keuangan sosial (voluntary sectory) dimana perbankan
syariah memiliki peran yang signifikan dalam hal monilisasi dana-dana sosial dan

penyalurannya ke UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar VI perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah merupakan amanat

undang-undang Bank Indonesia, juga undang-undang perlindungan konsumen.

Perlindungan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan

perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tercapainya tingkat pemahaman masyarakat yang tepat mengenai fungsi, peran
dan positioning bank syariah dalam masyarakat, produk-produk bank syariah melalui
proses sosialisasi yang efektif.

Tercapainya tingkat pemahaman nasabah terkait dengan hak dan kewajiban
nasabah serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat perselisthan melalui proses
sosialisasi yang efektif.

Terbentuknya Lembaga Mediasi yang memiliki kemampuan untuk melayani

pengaduan nasabah / bank syariah.
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4. Terwujudnya safety-net keuangan syariah yang merupakan kesatuan dengan konsep
operasional perbankan yang berhati-hati.

5.  Terwujudnya mekanisme perlindungan konsumen.

Secara porsi, pilar-pilar pengembangan perbankan syariah di atas sudah sangat
baik, akan tetapi strategi pengembangan perbankan syariah juga harus selalu
disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.
Hal ini sangat penting dilakukan agar formulasi strategi pengembangan harus
berdasarkan kondisi yang ada serta pemanfaatan setiap potensi yang dimiliki menuju
kondisi ideal perbankan syariah. Sehingga formulasi yang disusun diharapkan

mengantar perbankan syariah nasional menjuju industri yang kuat.
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Didirikannya bank Islam ini karena dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat
Islam untuk menghindari bunga / riba dalam kegiatan muamalahnya, menjalin
ukhuwah Islamiyah antar sesama, serta memeroleh kesejahteraan lahir batin melalui
kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama, sehingga akan mendapatkan
Ridho Allah SWT. Konsep itulah yang membuat perbankan syariah memiliki nilai lebih
dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga dalam
transaksinya. Nilai lebih ini terbukti mampu menjadi mesin pendorong yang efektif
bagi perkembangan perbankan syariah, sebab nilai lebih itu juga menjadi daya tarik

tersendiri bagi perkembangan konsep syariah dimata masyarakat."

Meskipun keberadaan atau eksistensi perbankan syariah di Indonesia masih baru
dalam sistem keuangan di Indonesia, perbankan syariah berkembang pesat dan
menunjukkan kinerja yang mengesankan. Perkembangan tersebut dapat dilihat seperti

pada tabel berikut:

¥ Tunjung Sari, Strategi Pemasaran dan Peran Perbankan Syariah dalam perekonomian
Indonesia, (Surakarta: STEI AUB), tt hal 2 dalam Muhammad Igbal Fasa, Tantangan dan
Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2,
No. I, Desember 2013
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Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah"

Berdasarkan data Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah dari tahun

2010 hingga 2015 pada bulan Juni, jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 12 bank, Unit

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bank Umum Syariah
Jumlah Bank 11 11 11 11 12 12
Jumlah Kantor 1.215 1.401 1.745 1.998 2.151 2.121

Unit Usaha Syariah

Jumlah Bank 23 24 24 23 22 22
Jumlah Kantor 262 336 517 590 320 327
BPRS Syariah

Jumlah Bank 150 155 158 163 163 161
Jumlah Kantor 286 364 401 402 439 433
TOTAL 1.763 2.101 2.663 2.990 2.910 2.881

Usaha Syariah sebanyak 22 dan BPRS sebanyak 161 yang tersebar di 33 provinsi di
Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, seperti halnya Unit Usaha Syariah
mulai tahun 2013 mengalami penurunan 1 unit hingga tahun 2015. Sedangkan Bank
Umum Syariah cenderung tetap dan mengalami kenaikan sebanyak 1 unit di tahun

2014.

4 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015 hal 11
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Tabel 2

Perkembangan Aset Perbankan Syariah (Miliar Rupiah)®

INDIKATOR 2010 2011 2012 2013
Bank Umum 97.519 145.467 195.018 242.276
Syariah dan Unit
Usaha Syariah
BPRS 2.738.745 3.520.417 4.698.952  5.833.488

Globalisasi Pasar dan Kesiapan Perbankan Syariah di Indonesia

2014 2015
272.343 272.389
6.573.331  6.851.136

Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia didukung dengan

bertumbuhnya komposisi sumber dana yang diterima oleh perbankan syariah, baik

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS. Seperti pada Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah, sumber dana dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan,

seperti kewajibhan pada bank, surat berharga, pinjaman yang diterima, kewajiban pada

bank lain yang masing-masing tumbuh sekitar 13 %, namun dana pihak ketiga

cenderung menurun sekitar 1,2 %.

Tabel 3

Perkembangan Kepemilikan Bank Umum Syariah'

NAMA BANK BUS KC KCP
PT. Bank Muamalat Indonesia 1 85 261
Bank Syariah Mandiri 1 137 510
Bank Syariah Mega Indonesia 1 35 257
Bank BRI Syariah 1 52 205
PT. Bank Syariah Bukopin 1 12 7
Bank Panin Syariah 1 8 5
PT. Bank Victora Syariah 1 9 6

Bibid. hal 6-7
ibid. hal 2
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PT. Bank BCA Syariah 1 9 6 -
B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah 1 9 56 1
Bank BNI Syariah 1 67 165 17
PT. Maybank Syariah Indonesia 1 1 - -
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 1 26 4 -
Jumlah 12 450 1482 201

Tabel 4

Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah"”

INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015
Bank Umnm Syariah 21.820 24.111 26.717 41.393 38.307
Unit Usaha Syariah 2.067 3.108 11.511 4.425 4.414
BPRS 3.773 4.359 4.829 4.704 4.808

Prospek dan Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia
menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan
merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi global player
keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar
menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah, (i) prospek ekonomi yang cerah,
tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang ditopang oleh
fundamental ekonomi yang solid, (iii) peningkatan sovereign credit rating Indonesia
menjadi snvestment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di
sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah, dan (iv) memiliki
sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai #nderlying transaksi

industri keuangan syariah.'® Selain itu, keunggulan sektor pengembangan keuangan

Yibid. hal 5
'8 Halim Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan
dalam Menyongsong MEA 2015, www.bi.go.id
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syariah di Indonesia lainnya ada;lah regulatoryregime yang dinilai lebih baik dibanding
dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah
bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) — Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara negara lain, fatwa dapat
dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat

besat.

Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki usia ke dua puluh dua tahun,
namun dari sisi pangsa pasar, perbankan syariah masih relatif kecil, yaitu kurang dari
5% dari total keseluruhan perbankan nasional. Kondisi ini tentu kontradiktif,
mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sebagai perbandingan
saja, nasabah bank syariah di Singapura mencapai 50 % dari golongan non muslim.
Lambannya bank syariah meningkatkan pangsa pasar tidak dapat dilepaskan dari
beberapa hal. Pertama, rasionalitas pemeluk Islam dalam berekonomi, di mana
pengejaran keuntungan materi tidak terlalu mempertimbangkan persoalan halal
haramnya riba. Kedua, pemahaman masyarakat akan bank syariah masih rendah.
Ketiga, belum adanya dukungan bulat dari institusi keagamaan seperti NU dan
Muhammadiyah tentang haramnya bunga sebagai riba. Keempat, bank syariah di
Indonesia menghadapi tantangan di mana bank beroperasi dalam sistem ekonomi
campuran yang kurang didukung regulasi karena pengawasannya masih menyatu
dengan bank konvensional. sehingga diperlukan strategi perkembangan perbankan

syariah dalam menghadapi persaingan perbankan konvensional."”

Potensi lainnya dari sisi regulasi terutama setelah lahirnya UU No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah
di Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih pesat serta memberikan manfaat
yang lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi

para investor dan para pelaku usaha perbankan syatiah.*’ Tentunya hal ini adalah

9 Muhammad Iqgbal Fasa, op. cit. hal 30
2 Dede Nurohman, Undang-Undang Perbankan Syariah; Makna, Implikasi dan
Tantangan, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 1l No. 2, Desember 2008
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peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal-hal yang

membuka peluang tersebut adalah:*!

1. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi
menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat
dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7).

2. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan
Bank non-Syariah wajib menajdi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2).

3. Bank Umum Konvensional yang menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) harus
melakukan pemisahan (spzn off) apabila UUS tersebut mencapai asset paling
sedikit 50 %T dari total nilai asset bank induknya, atau 15 tahun sejak
berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1).

4. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang
tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk
mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b).
Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung vmaupun tidak
langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1).

5. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank
syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank
konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank
umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19
s.d. 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa
lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank
syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial
bank, finance company dan merchant bank.

0. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah
(BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari
sebuah bank konvensional.

7. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial

dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

2L Ali Syukron, op. cit. hal 39
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zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2), dan menghimpun dana
sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf

(nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

UU Perbankan Syariah di samping memberikan peluang usaha yang lebih

beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan

perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam,

yaitu:

Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah
adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara
kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan
tantangan yang sangat besar bagi warga negara dan badan hukum Indonesia
dalam kepemilikan bank syariah ke depan.

Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat
1) dapat menjadi tantangan besar bagi warga negara Indonesia sebagai
pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah.

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk maupun
ajsa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh
Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa MUI (Pasal 26). Hal ini dapat
membatasi produk maupun jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di
Indonesia. Suatu produk maupun jasa perbankan syariah yang dapat
dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat
dilakukan di Indonesia.

Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih
dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan
pengendalian perusahaan secara langsung maupun tidak langsung) wajib
lulusn uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga
merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan dapat membatasi para

pemodal untuk memiliki bank syariah.
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5. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengendalian
dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah
diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan tantangan bagi bamk syariah
untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk
menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada
Peradilaln Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

Tantangan lain bagi industri perbankan syariah yang mungkin dihadapi pasca
regulasi baru tersebut adalah tantangan orientasi dan keberpihakan lembaga, etika
(syariah) atau bisnis, akan selalu muncul di depan. Penyatuan persepsi, oleh karenanya
masih menjadi gangguan dan tantangan perkembangannya. Tantangan kemajuan
zaman terkait dengan kejahatan teknologi, dan kejahatan yang menggunakan bank
sebagai alat dan sarana persembunyian dan keamanan, serta tantangan berupa
maraknya jenis-jenis dan isntrumen transaksi sebagai akibat dari mengglobalnya prinsip
perbankan syariah.

Tantangan lain bersifat teknis operasional yang meliputi; belum adanya standar
mutu bagi lembaga pendidikan pelatihan, pengajar dan luludan, diversifikasi dan
luasnya range kualifikasi sumber daya manusia, dengan bank syariah, perlu ada investor
di bidang pendidikan perbankan atau keuangan syariah, dan sosialisasi terhadap
masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan atau karir di bidang perbankan
syariah. Selain itu, cakupan pasar perbankan syariah saat ini masih terbatas. Samapi
bulan Juni 2015, pelayanan perbankan syariah hanya tersedia 10,47 % jumlah kantor
dati seluruh kantor bank umum yang ada di Indonesia.”® Keterbatasan cakupan
operasioanl pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para
pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa
perbankan.

Tantangan yang telah teridentifikasi di atas berguna untuk meningkatkan
pelayanan bank syariah, yakni dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk
masuknya para pemainbaru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki

jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah

22Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015 (Keterbatasan data yang
diperoleh penulis hanya sampai pada Juni 2015)
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dengan lembaga-lembaga keuangan  lainnya guan mencapai skala ekonomis
operasional. Selanjutnya, dengan penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya
para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian
dalam kegiatan operasional perbankan. Tersedianya informasi pasar / permintaan jasa
perbankan syariah dan tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional

dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.

Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagaimana telah diketahui, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang men
yangkut tentang Bank Syariah dan juga Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Sedangkan Bank Syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah. Baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah
wajib menerapkan tata kelola yang baik dan mencakup prinsip transoaransi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan
kegiatan usahanya.”

Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-
jasa perbankan syariah makin meningkat, antara lain adalah: (1) Untuk memenuhi
kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang menganggap bunga bank
konvensional adalah riba. (2) Mengakomodasi penampungan aliran modal yang
mensyaratkan penerapan landasan syariah. (3) Produk dan jasa perbankan syariah dapat
lebih variatif. (4) Melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain jasa perbankan
konvensional.

Perbedaan dengan bank konvensional terletak pada transaksi atau kegiatan usaha
bank syariah harus memenuhi ketentuan syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank
syariah dan nasabahnya harus patuh dan taat pada prinsip dasar syariah, antara lain: (1)
Larangan bunga (72ba), judi (maisir) dan objek-objek tidak jelas (ghoror) dalam beberapa
transaksi. (2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada

perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. (3) Didasarkan pada kemitraan

2Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab 1V Tata Kelola,
Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah.
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dengan berbagi ekuntungan dan kerugian (profit and loss sharing). (4) Adanya penyesuaian
kehendak timbal-balik atau asas rela sama rela. (5) Memberikan zakat.

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan
kompetensi usaha yyang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan
secara komprehensif dengan mengacu pada analsis kekuatan dan kelemahan perbankan
syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian
sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan dan program sosialisasi.**

Salah satunya adalah implementasi secara serius stragtegi baru yang telah
dirumuskan dalam sebuah Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah.
Berdasarkan Grand Strategy tersebut, ada 5 program utama yang perlu dilakukan oleh

Bank Syariah untuk dapat melakukan ekspansi pasar secara lebih luas.”

1. Program Pencitraan Baru

Program pencitraan baru ini merupakan prioritas utama dalam ekspansi pasar,
sehingga perbankan syariah Indonesia memiliki citra baru yang bisa menarik semua
golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, Bank Syariah perlu
melakukan positioning sebagai perbankan yang saling mendukung kedua belah pihak
yang ditunjang oleh berbagai keunikan khas iB seperti: penduduk yang ditunjang
oleh beragam dengan skema yang lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan
nasabah, SDm yang kompeten dalam keuangan dan beretika, sistem I'T yang update
dan wser friendJy, serta fasilitas ahli investasi, keuangan dan syariah. Positioning dan
diferensiasi tersebut perlu dilakukan untuk menampilkan branding baru iB sebagai

lebih dari sekedar bank.

2. Program Pengembangan Segmen Pasar
Bank merupakan lembaga yang berorientasi profit, sehingga kegiatan
pemasaran bagi bank merupakan salah satu startegi dan kebutuhan utama yang

harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu bagi suatu bank tidak terkecuali bank syariah

24Syafi’i Antonio, Bank Syaiah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
hal 227

Ramzi A. Zuhdi, Melaju dengan Strategy Baru, Direktorat Perbankan Syariah, Bank
Indonesia, 2009
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untuk mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional, sehingga
kebutuhan dan keinginan nasabah dapat terpuaskan, yang pada akhirnya akan tetap
mempercayakan kemitraan dengan bank syariah.

Dengan memahami profil segmentasi pasar yang dihadapi, tentunya bank
syariah akan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebihtepat demi
menjangkau pasar yang lebih luas. Potret nasabah perbankan di Indonesia
umumnya sudah memahami keunggulan dari masing-masing perbankan, dimana
perbankan konvensional unggul dalam jaringan yang luas dan memiliki fasilitas
layanan yang handal dan luas. Di sisi lain, perbankan syariah unggul karena
karakteristik produk, sehingga mereka ingin menggunakan kedua jenis perbankan

tersebut.

3. Program Pengembangan Produk

Untuk merealisasikan pencitraan industri perbankan syariah “yang lebih dari
sekedar bank”, bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat
mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa
menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Beberapa inisiatif yang
dapat dilakukan oleh bank syariah, misalnya melalui zzrroring produk dan jasa bank
syariah internasional serta mendorong bank syariah milik asing untuk membawa
produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia. Program ini menjadi
keharusan agar keunikan v dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih

terlihat jelas.

4. Program Peningkatan Pelayanan
Dari survey tingkat kepuasan nasabah, sebagaimana dimuat dalam Grand
Strategy, terungkap bahwa kualitas layanan perbankan syariah lebih baik dari core
benefit yang ditawarkan. Sedangkan dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pinjaman
bank konvensional dan bank syariah, kualitas perbankan syariah lebih baik hampir
disemua aspek. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan mesti terus

dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dengan
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mengadopsi konsep service excellency berdasarkan dimensi RATER  (Reliability,
Assurance, Tangible, Emphaty, Responsiveness).

5. Program Komunikasi yang Universal dan Terbuka

Berbagai upaya promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh bank syariah
kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmentasi pasar yang ingin
dijangkaunya, sehingga dapat menjadi citra baru perbankan syariah Indonesia yang
modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat (inklusif) dan melayani seluruh
golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai program promosi perlu
dilakukan dengan tetap mengacu pada kepada positioning iB sebagai perbankan yang
saling menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah) dan mendukung
branding iB sebagai “lebih dari sekedar bank”.
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Kesimpulan

Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri berupa Bank adalah Bank
Muamalat Indonesia (BMI), yaitu pada tahun 1992. Pada tahun 1992 landasan hukum
yang digunakan menjadi Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan (hanya
mengenai bank bagi hasil), dual banking systens, kemudian direvisi pada UU No 10 Tahun
1998. Pada tahun 1999 berisi Undang-Undang No 23 Tahun 1999 yang menjelaskan
bahwa “Bank Indonesia memberikan kewenangan untuk pengaturan bank syariah.

Pada tahun 2008, diberlakukan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah. Payung hukum tersebut dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk
menyeimbangkan kesetaraan terhadap perbankan konvensional di Indonesia. Dengan
demikian, perbankan syariah dapat membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan
berdasarkan prinsip syariah. Didirikannya bank Islam ini karena dilatar belakangi oleh
keinginan masyarakat Inslam untuk menghindari praktik riba dalam kegiatan
muamalahnya, dan terbukti dengan adanya gerv interest, bank Syariah tetap berdiri kokoh
di tengah goncangan krisis ekonomi tahun 1998.

Perbankan syariah memiliki prospek dan tantangan ke depan, seperti:
menyongsong terbentuknya MEA tahun 2015, mendorong inovasi produk perbankan
syariah yang kreatif dan efisien, menyiapkan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai, perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan
perbankan lainnya, pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan
produk-produk unggulan, pelayanan pembinaan sektor UMKM dan penciptaan
lapangan kerja, sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat
secara lebih intensif, peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi

ketentuan aturan Bank Indonesia.

Banyaknya peluang dan juga tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah,
maka diperlukan strategi khusus untuk mengembangkan perbankan syariah dalam
menghadapi persaingan perbankan konvensional. Strategi tersebut diarahkan untuk
meningkatkan kompetensi usaha secara komprehensif dengan mengacu pada analisis
kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia, seperti Program Pencitraan

Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program Pengembangan Produk,
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Program Peningkatan Pelayanan dan Program Komunikasi yang Terbuka dan
Universal.
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